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ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atos benda berperak baik
vang berwujud maupun vang tidak berwojud dan benda tidak bergerak kKhususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tangzmgan. Keberadaan lembaps jaminan
frdusia yang juga sebagai lembaga jaminan atas benda tidak bercerak khususnya
bangunan dr atas tanah memben satu wacana dalam memberikan solusi hukam masalah
di atas, namun dalam Undang Undang Nemor 42 Tahen 1999 Tentane Jaminan Fidusia
tidak ada pengaturan secara jelas bahwa tanah yang belum bersertifikat dapal dijadikan
sebagm obyek fidusia

Perumusan masalah dalam penelitian adalab apakab dasar hukum pelaksanaan
pembebanan jaminan fidvsia dengan objek tanah vang belum bersertifikat di kota
Pekanbaru dan bagaimanakah pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan objek
tanah vang belum bersertifikal di kota Pekanbaru.

Penelitian i dilakukan  denpan mengpunakan metode  pendekatan  yuridis
sosiolopis. vaite peadekatan yang menckankan pada prakiek di lapangan dikaitkan
dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok
permasatahan vang dibahas. Peneliban i bersifat deskriptif yaitn  analisis data
berdasarkan leori dan komsep umum  dmplikasikan  untuk menjelaskan  tentang
seperangkat data atan menunjukan komparas: atzu hubungan seperanpkat data dengan
data vang lam.

Berdasarkan basil penclitian vang penelits lakukan, maka diperelel bahws dasar
hukum pembebanan fidusia vang dilaksanakan di Kaa Pekanbary adalab penalsiran atas
Pasal 1 angka & Undang-Undang MNomar 42 Tahun 1999 Tentang Taminan Fidusia yang
ditafsiran secara @ comrario. selain tu digunakan landasan dokidn dar Djuhaesdah
Hasan yang menyatakan bahwa lembaga jaminan fidusia diharapkan menjadi lembaga
jaminan yang bersifat sementara hingea proses pendafiaran tanalb atas objck jaminan it
selesai dilaksanakan, Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan objek tanah vang
belum bersertttikat telab pernah difaksanakan oleh MNusyirwan Keto, notars i Kota
Pekanbaru. Hal im dapal dibuktikan denpan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia
denpan objek tanah yang belum bersertifikat berupa Surst Keterangan Ganti Kerugian
(SKGR) oleh kantor Wilayah Departemen Hukum dan Flak Asasi Manusia Propinsi
Riau Sampai saat imi keberadaan sedtifikat jaminan fidusia tersehut masih menjadi suatu
permasalahan yang harus dikap secara ferpisal karena selelah sertifikat jaminan fidusia
diterbitkan, Departemen Hukum dan TTak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktoral
Jenderal Administrast Hukum Umum mengeloarkan sural penalakan untuk pendafiasan
jaminan ficdusia dengan objek tanal vang belwm bersertifikat Diharmpkan harus ada
kejelasan mengena kedudukan sertifikar jaminan fidusia dengan obyek tanah vang betum
bersertifikat tersebud



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ckonomi, sebaga bagan dari pembangunan merupakan
salah satu upava untuk mencapal masvarakat vang adil dan makmur berdasarkan
Fancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 {amandemen ke empat). Dalam rangka
memelinara dan meneruskan pembangunan vang berkesinambungan, para pelaky
pembangunan batk pemerintah maupun masvarakat, batk perseorangan maupun
badann hukum, memerlukan dana vang besar Sciring dengan meningkatnys
Kegratan pembangunan, meningkat pufa kebutuhan terhadap pendanaan, vang
schagian besar dang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperoleh melalul kegiatan pinjam meminjam.

Melakukan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan terenty sudah
merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu lembaga
kevangan vang memberikan pinjaman dana kepada masvarakat adalab bank. Bank
sehagal lembaga infermediasi, dalam penyaluran kredit  perbankan Indonesia
berasaskan demokrast ekonomi dengan mengeunakan prinsip kehati-hatian, Bank
dalam menvalurkan kredit mensvaratkan adanva jaminan‘agunan dar pihak
debitur kepada hank,  hal ini dilakukan untuk mengamin agar utang tersebul akan
dibavar sesual dengan perjanjian dan jika debitur mgkar janji maka benda vang
dijadikan jaminan dapat dijual oleh bank untuk menggantikan hutang vang ndak

dibayarkan tersebut. Perjanjian kredit sebapai perjanjian pokok utang piutang



[

citkuti dengan perjanjian asseseir berupa perjanjian jaminan, Jaminan RIS MLyl
peranan yang sangat penting dalam peanpan kredit. Jaminan yvang sehat akan
memberikan dampak yang bak terhadap pemenuhan kewajiban debitur jika suate
har debitur wanprestasi.

Objek jaminan dapat berupa benda bergerak dan tidak berserak. Untuk
jaminan benda bergerak dikenal lembaga gadai (pandd) dan fidusia. Sedangkan
untuk jaminan benda tidak bergerak dyaminkan dengan lembapa hak tanpgungan
dan bipotik, Khusus benda tidak bergerak vang herupa tanah dan bangunan vang
ada di atasnya lembaga jaminannya adalab hak tangeungan yang diatur dalam
Undang-Undang Momor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangpungan atas Tanah
Beseria Benda-Benda yang Buerkaitan dengan Tansh (sclanjutnya disebut UUHT)
Calam Pasal 4 ayar (1), (2) dan {3} UUHT disebulkan bahwa objek hak
tanggungan hanya terbatas pada tanab vang berstatus hak nulik, HGB, HGL. hak
pakail #las lanah ncgara vang menural ketentuan vang berlaku wajib didafiar dan
menurut sifetnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
Hak pakal atas tanah hak milik juga dapat menjadi objek hak tangpunpgan denwan
penctapan eleh Peraturan Pemerintah Tanah yang berada di Tuar cakupan objek
hak tanggungan udak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan,

Obpek hak tanpgungan yang langsung dapal dibebankan hanvalah
tanah  yang telah terdaftar ataw telah memiliki  serfibar’.  Sertifikat
racrupakan bukti vang kuat mengenai dasar kepemilikan suata hak ass tanah,

Pasal 32 ayar (1) Peratwran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

P Ui Chulaum dan Windy Nivie, Koy Seser Bofosa fedonesia, Kashiko, Surabryi,
2000, Iab 0 IR
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BAB IV

PENUTLUP

C. Kesimpulan

1

(]

Dasar hukum vang digunakan untuk pembebanan jaminan fidusia atas
tanah yang helum bersertfikat di Kota Pekanbaru adalah Pasal | angka 4
ULLF  dengan melakukan svate penafsiran o confrario  dan juga
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3216 K/SIP/ 1984 tanggal 28
Jult 1986, menetapkan bahwa tanah berikut rumah vang ada di alasnya
vang belum jelas status haknya dapat difidusiakan. Dasar hukum yang
dimaksud juga diperkuat dengan mengggunakan doktrin dari Djuhsendah

Hasan yang menyatakan-bahwa fidusia dibarapkan dapat menjadi lembaga

Jaminan sernentara (selama masa pensertifikatan atas tanah masih berjalan)

atas lanah vang belum terdaftar.

Pelaksanasn  pembebanan  jaminan  Adosia  atas  tanah vang  belum
berseritfikat di Kota Pekanbaru diperbolehkan. Hal ini dapat dilibat dari 2
tdua) Sertifikat Jaminan Fidusia vang  di keluarkan oleh Departcmen
Hukum dan Ham Kantor Wilayah Riau tertanggal 27 Juli 2006 denpan
nomor sertilikal masimg-masing W4 [003.A HT 04 06 TH.2006/ ST
dan W4 [003B HT, 04, 08 TH.2006 /STD. Namun, piada tangzal 1
september 2006 pembebanan jaminan fidusia atas tanah vang helum
bersertifikat tersebut tidak diperbolehkan lagi. Hal ini dapat dilihat dengan

dikeluarkannya surat dan Dircktorat Jendersl Administrasi Hukum Umuom
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